PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN Luyy
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUwuy

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI Luwu,

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kecamatan Basse Sangtempe Utara
dalam Wilayah Kabupaten Luwu yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Nomor 18 tanggal 5 Juli 2012, maka perlu
Segera dilaksanakan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati, '

Mengingat * 1. Undang-Undang ‘Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822); ‘
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-15 -
oK

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok—P$‘5 24
Kepegawaian,’ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah_unéom)
esia ’

Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
sebagaimana ‘telah 'diubah dengan Undang-Undangd Nomor 9
Tahun 19°

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia o
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesk

Nomor 3890); |

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

 Daerah. (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun .
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesid
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undarig: Nomor' 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonésia° Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undarig-Undahg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Unddng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan  dan - 'Péhga\fvaégn' Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Neégara - Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Nomor4593); = = . ) |

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara. Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan . Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

2

g8. Peraturan Pemerintah Nomor41... ... .
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or 5, Tamdahan Lembarn Nogar Rpuni doner 301
se ' | engan Undang-Undang Nomor
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Undang - Nomor' 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia° Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

_ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
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. ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
8.' E::aa::;;rkat .Daerah; - (Lembaran Negara Republik
~ Tahun: _20
~ |ndonesia | o
raturan Pemerintah~ Nomor 19 Tahun 2008 tentap
9. g_eembaran Negara RepUbllk Indonesia Tahun 20098 Eicélmatan
.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 482rf§)c.)r 0

i0.peraturan Menteri” Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 20
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah: 7te

Org :
an|3 ‘
| agj

07: Nomor:.89, Tambahan Lembaran Negara r"?d;pne;ia
f UDlik

Nomor 4741); . -

ntang

11. Peraturan _D,aergh Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 ¢
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan ,3;3 tentang
Kabupaten Luwu; . | merintah

12.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tan

.. Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kecamata;'“djgose;entang

_Kabupaten Luwu; | urahan

13.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tah
~ un 2012 tentan
Pembentukan Kecamatan Basse Sangtempe ' ot
Kabupaten Luwu. gtempe Utara dalam Wilayah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : . PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
| PERATURAN. DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA DALAM

WILAYAH KABUPATEN LUWU

Me| Pasal 1
ahaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1
un 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Basse Sangtempé

U
fara dalam Wilayah Kabupaten Luwu.
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Pasal 2

(1) Menunjuk ‘Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekertariat
Daerah Kabupaten Luwu serta Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud
Pasal 1 dengan menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawal
Negeri Sipil (PNS) dan Formasi jabatan yang tercantum dalam
Peraturan Daerah dimaksud dan menyampaikan kepada Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diproses sesua
ketentuan yang berlaku.

(2) Hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
pejabat yang berwenang untuk diproses pengangkatannya sebagal
pejabat defenitif.

Pasal 3

Menugaskan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekertaria
Daerah Kabupaten Luwu untuk berkoordinasi dengan unit kerja terka
menyusun rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bass
Sangtempe Utara untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjar
mengenai teknis operasionalnya sesuai tugas pokok, fqngsi de
kewenangan Kecamatan Basse Sangtempe Utara akan diatur leb
lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sest

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 5

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ..

a, memerintahkan pengundanga,
mpatannya dalam Berita - Dagrap,

peraturan | .

pgar setiap orang .menggtahumy

Pgraturan Bupati ini dengan pene

Kabupaten Luwu".l »
, - Ditetapkan . -di Belopa

" Padatanggal : 16 Juli2012

'BUPATI LUWU, -
B Capl/ttd - h
A. MUDZAKKAR

Diundangkan. : di Belopa.
pada tanggal : 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, -

SYAIFULALAM
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2012 NOMOR 37 -
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